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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi adalah instansi pemerintah, 

tentunya dalam menjalankan sistem organisasi harus selalu di evaluasi dengan 

menggunakan sistem yang benar sehingga dengan sistem yang benar mampu 

memberikan informasi yang akurat, mampu mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, hal ini mampu dilakukan jika organisasi mampu menciptakan sistem 

pengendalian internal yang benar sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi yang benar.  

Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) dan Panduan Manajemen 

Pemeriksaan (PMP) mengharuskan pemeriksa untuk menilai efektifitas sistem 

pengendalian internal dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Penilaian sistem 

pengendalian internal dilakukan melalui pemahaman dan pengujian sistem 

pengendalian internal. Penilaian tersebut merupakan ukuran atas harapan pemeriksa 

bahwa pengendalian internal akan mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji 

material dan mengkoreksinya, jika hal tersebut terjadi. Penilaian Sistem pengendalian 

internal dilakukan untuk merencanakan pemeriksaan, yaitu dalam menentukan sifat, 

saat dan lingkup pemeriksaan.  

Menurut Romney & Steinbart (2016), sistem pengendalian internal adalah 

proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa 

tujuan pengendalian dipenuhi. Pemahaman Sistem Pengendalian Internal bertujuan 

untuk mengidentifikasi pengendalian yang ada, mengidentifikasi kelemahan 
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pengendalian, mengidentifikasi kemungkinan salah saji, menentukan tingkat kelemahan 

pengendalian dan memberikan penilaian awal atas risiko pengendalian. 

Suatu pengendalian internal yang baik melindungi suatu organisasi terhadap 

kecurangan dan memungkinkan dapat mendeteksi terjadinya pelanggaran prosedur atau 

suatu ketidakberesan dalam keuangan. Kecurangan (Fraud) merupakan kesalahan 

penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan 

tujuan menipu dan membuat pihak lain merasa aman untuk bergantung pada fakta yang 

merugikan baginya (Tunggal, 2011:25-26). Dalam istilah lain kecurangan bisa diartikan 

sebagai pencurian, penggelapan, pemalsuan, dan lainnya. Agar tidak terjadinya 

kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sangat besar sehingga pihak 

manajemen perlu bersikap hati-hati. 

Kecurangan yang sering terjadi menyadari adanya bahaya yang mengancam 

dunia, kesadaran akan tanggagung jawab dari industri dan pemerintah di semua tingkat 

untuk memperhatikan masalah lingkungan juga telah meningkat. Dengan menciptakan 

sistem pengendalian internal sudah tentu prosedur pencatatan akuntansi harus 

dijalankan dengan benar, agar dalam proses peciptaan laporan keuangan terhindar dari 

indikasi-indikasi kecurangan atau dapat menimbulkan kesalahan penafsiran dalam 

memberikan informasi. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, menurut Anna 

Arifah (2017) menyatakan bahwa Ketaatan Standar Aturan Akuntansi merupakan segala 

ketentuan atau aturan akuntansi yang wajib ditaati oleh organisasi dalam pengelolaan 

keuangan, pembuatan laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, 

sehingga informasi yang dihasilkan akurat. 



3 

 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP) merupakan pedoman pengendalian bagi materi atau 

pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota untuk menyelenggarakan 

kegiatan pemerintahan yang dapat mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang 

efektif, efesien, transparan dan akuntabel. 

Sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan 

yang diberlakukan dalam sebuah organisasi merupakan mekanisme untuk 

meminimalisir indikasi kecurangan atau terjadinya Fraud. Artinya jika sistem 

pengendalian internal dilaksanakan dengan baik serta prinsip ketaatan standar akuntansi 

keuangan dilakukan dengan baik, maka secara signifikan akan berdampak terhadap 

penncegahan kecurangan atau fraud. 

Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi memiliki Sistem Akuntansi 

yaitu Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang 

Akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Aplikasi SAKTI 

adalah aplikasi keuangan negara yang digunakan pada tingkat satuan kerja dengan 

menerapkan sistem integrasi database dan ber-interface langsung dengan Sistem 

Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN) pada tiap tahap siklus anggaran. SAKTI 

mempunyai fungsi utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

anggaran. 

Perkembangan Sistem Informasi menjadi kebutuhan yang penting bagi semua 

organisasi, termasuk pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses 

kinerja dalam memberikan informasi yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas dan 

transparansi kepada masyarakat. Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan keuangan 
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negara menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, maupun Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara. Setidaknya ada 9 aplikasi yang digunakan terdiri dari SAS, SIMAK-BMN, 

Persediaan, RKA K/L-DIPA, SiLabi, SAIBA, e-Rekon, Pin PPSPM, dan Renkas. 

Banyaknya aplikasi yang digunakan membuat Satker merasa terbebani karena harus 

menguasai semua aplikasi tersebut, karena tidak semua Satker mempunyai Sumber 

Daya yang memadai. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang 

dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan merupakan sebuah solusi terpadu 

pengelolaan keuangan negara di tingkat Satuan Kerja. Sehingga pengelolaan keuangan 

negara diharapkan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. SAKTI merupakan 

aplikasi yang mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di Satker menjadi satu aplikasi, 

sehingga pengguna atau user tidak perlu mengakses banyak aplikasi dalam mengelola 

keuangan negara. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengajukan beberapa 

metode penyelesaian masalah untuk mencegah terjadinya fraud di instansi pemerintahan 

yaitu di BKSDA Provinsi Jambi. Dalam hal ini penulis mengambil ada beberapa metode 

yang digunakan, sehingga penulis menentukan judul skripsi yang berjudul “Peranan 

Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Standar Akuntansi Keuangan 

Terhadap Pencegahan Fraud Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi 

Jambi. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulis, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana cara mencegah terjadinya fraud di Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

Provinsi Jambi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mmencegah terjadi fraud di Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

2) Dari penelitian ini diharapkan agar memperkuat penelitian terdahulu guna 

menambah referensi terkait cara pencegahan terjadinya fraud dan bagi penelitian 

selanjunya bisa memberikan kontribusi sebagai literatur di bidang akuntansi, 

khususnya pada bidang sistem informasi akuntansi. 

3) Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengatasi cara pencegahan 

terjadinya fraud di masa yang akan datang. 

b. Penelitian ini dapat memberikan referensi serta wawasan yang diharapkan bisa 

membantu penelitian di kemudian hari. 

c. Penelitian ini mampu menambah pengetahuan serta wawasan baru dalam 

menerapkan teori yang ada. 
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1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis menggunakan dua jenis data, 

masing-masing data primer dan data sekunder diharapkan masing-masing data saling 

mendukung. 

1) Untuk data primer diperoleh penulis melalui: 

Penelitian langsung ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi 

dengan wawancara dan menggunakan daftar pertanyaan sistem pengendalian 

internal, ketaatan standar akuntansi keuangan dan pencegahan fraud melalui daftar 

pertanyaan. 

2) Untuk data sekunder diperoleh penulis melalui: 

Artikel-artikel, literature yang berkenaan dengan bahan penulisan. 

1.5.2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

deskriptif. Adapun langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

membandingkan Teori pada Bab Tinjauan Pustaka dengan kondisi pencegahan fraud 

pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi. 
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